
 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa   Pembentukan  dan  Organisasi  Lembaga  Teknis  Daerah  di 

Lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  telah 

ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Istimewa 

Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004; 

b. bahwa dengan telah  ditetapkannya Peraturan  Daerah Provinsi  Daerah 

Istimewa  Yogyakarta  Nomor   7  Tahun  2007  tentang  Urusan 

Pemerintahan yang menjadi  Kewenangan Pemerintah Provinsi  Daerah 

Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

dan  Organisasi  Lembaga  Teknis  Daerah  di  Lingkungan  Pemerintah 

Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  perlu  disesuaikan  dengan  tetap 

memperhatikan  prinsip-prinsip  pembentukan  perangkat  daerah  antara 

lain urusan yang dimiliki,  karakteristik, potensi, kebutuhan, kemampuan 

serta visi dan misi daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan b  perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi  Daerah Istimewa 

Yogyakarta  tentang  Pembentukan  dan  Organisasi  Inspektorat,  Badan 

Perencanaan  Pembangunan  Daerah  dan  Lembaga  Teknis  Daerah  di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang    Nomor   3   Tahun 1950  tentang Pembentukan 

Daerah Istimewa Yogyakarta  sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;

2. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun   1974   tentang  Pokok-pokok 

Kepegawaian  (Lembaran  Negara  Tahun  1974  Nomor  55,  Tambahan 

Lembaran  Negara  Nomor  3041)  sebagaimana  telah  diubah  dengan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999   (Lembaran Negara Tahun 1999 

Nomor  169,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 

3890);

3. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan 



Peraturan Perundang-Undangan ( lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4389 );  

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan  Nasional  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 

2004  Nomor  104,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Nomor 4421);

5. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-Undang  12  Tahun  2008 

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

6. Undang-Undang     Nomor     33  Tahun     2004  tentang 

Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1950  tentang  Berlakunya 

Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950; 

8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pedoman 

Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Tahun  2004  Nomor  112,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Nomor 4428);

         

9. Peraturan Pemerintah   Nomor   79  Tahun  2005 tentang Pedoman 

Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah 

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah  Nomor  38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan  Pemerintahan  Antara  Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007  tentang  Organisasi 

Perangkat  Daerah (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 2007 

Nomor  8,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 

4741); 

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Tahapan, 

Tatacara  penyusunan,  Pengendalian  dan  Evaluasi  Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817);

13. Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  7 

Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 

Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (Lembaran  Daerah  Provinsi 
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Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI   DAERAH   ISTIMEWA  YOGYAKARTA,

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH   TENTANG  PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI 

INSPEKTORAT,  BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN 

LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Pemerintahan  Daerah  adalah  Penyelenggaraan  urusan  Pemerintahan  oleh  Pemerintah 

Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Repubulik  Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

4. Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  adalah  Pemerintah  Kota  Yogyakarta,  Kabupaten 

Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Sleman.

5. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  DPRD  adalah  Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah  Istimewa Yogyakarta.

6. Gubernur adalah  Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

8. Inpektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
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10. Lembaga Teknis  Daerah  adalah  Perangkat Daerah yang merupakan unsur pendukung 

tugas Kepala Daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah 

yang bersifat spesifik, dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit.

11. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

12. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

13. Kepala BAPPEDA adalah Kepala BAPPEDA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

14. Kepala  Lembaga  Teknis  Daerah yang berbentuk Badan disebut Kepala  Badan dan yang 

berbentuk Rumah Sakit disebut Direktur.

15. Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTLTD adalah Unit 

pelaksana  teknis  tertentu  untuk  melaksanakan  kegiatan  teknis  operasional  dan/atau 

kegiatan  teknis  penunjang  yang  mempunyai  wilayah  kerja  satu  atau beberapa  daerah 

Kabupaten/Kota.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk : 

a. Inspektorat;

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan

c. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :

1. Badan Kepegawaian Daerah.

2. Badan Pendidikan dan Pelatihan.

3. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

4. Badan Lingkungan Hidup.

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

6. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

7. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. 

8. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat .

9. Rumah Sakit Grhasia.

d.  Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III

INSPEKTORAT 

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3
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(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Inspektorat  dipimpin  oleh  seorang  Inspektur  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya 

bertanggungjawab langsung kepada Gubernur,  dan secara teknis administratif  mendapat 

pembinaan dari Sekretaris Daerah.

(3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 4

Inspektorat  mempunyai  tugas  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  urusan 

pemerintahan  di  daerah  Provinsi,  pelaksanaan  pembinaan  atas  penyelenggaraan 

Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota  dan  pelaksanaan  urusan  Pemerintahan  di  Daerah 

Kabupaten/Kota.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 5

Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  Inspektorat  mempunyai 

fungsi :

a. perencanaan program pengawasan;

b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

d. pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;

e. pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan 

urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota;

f. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Unsur Organisasi Inspektorat, terdiri dari :

a.  Pimpinan : Inspektur

b.  Pembantu Pimpinan     : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian.

c.  Pelaksana                    : - Inspektur Pembantu-Inspektur Pembantu 

- Kelompok Jabatan Fungsional
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